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ABSTRAK 
Tindak pidana penadahan objek jaminan fidusia merupakan suatu peristiwa yang 
sering terjadi di masyarakat khususnya diwilayah hukum Kota Malang yang 
notabennya perusahaan lembaga pembiyaan cukup banyak sehingga persaingan-
persaingan dalam dunia bisnis tersebut sering kali memberikan kemudahan bagi calon 
debitur sehingga hal tersebut di manfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung 
jawab, tindakan tersebut membuat lembaga pembiyaan mengalami kerugian sehingga 
pihak lembaga pembiyaan sering melakukan pelaporan kepada Polres Kota Malang 
atas dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan para debiturnya. Adapun 
permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tindakan Penyidik untuk 
mengungkap sindikat Penadah atas objek hasil transaksi jaminan fidusia dan apa 
hambatan Penyidik dalam menangani tindak pidana penadahan atas objek hasil 
transaksi jaminan fidusia.Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis 
sosiologis dengancaramenganalisis data dan mengkaji suatu peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan berkompeten untuk mengungkapkan hukum yang hidup 
dalam masyarakat dalam kesehariannya (law in action),sumber data dalam penelitian 
ini terdiri dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan 
masalah penelitian, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi 
kepustakaan dan interview/ wawancara dari key informan,setelah semua data 
dikumpulkan dan diolah kemudian dianalisis secara normatif kualitatif.Adapun hasil 
penelitian ini yakni dalam proses penyelidikan tindak pidana penggelapan objek 
jaminan fidusia pihak kepolisian seringkali menyelesaikan secara non litigasi maupun 
litigasi, tapi merujuk pada objek fidusia yang telah di alihkan kepada penada dengan 
cara dijual ataupun digadaikan pihak kepolisian tidak pernah berhasil mengungkap 
sindikat penadah objek jamina tersebut, dari hasil penelitian penulis di Polres Kota 
Malang selama tahun 2018 pihak kepolisisan tidak pernah sama sekali menindak 
lanjuti hasil dari proses perkara penggelapan objek jaminan fidusia yang dilakukan 
oleh para debitur sehingga para sindikat penadah objek jaminan fidusia semakin 
merajarela dan akan terus menerus melakukan tindakan yang sama yaitu menerima 
objek jaminan fidusia. Kurang keseriusan penyidik merupakan ujung tombak 
menegakan hukum dalam memberantas tindak pidana penadahan atas objek jaminan 
fidusia. Maka dari itu perlunya keseriusan bagi penyidik dalam menangani tindak 
pidana penadahan atas jaminan fidusia ini agar bisa menciptakan suasana keamanan 
dan tertib. 
 
Kata Kunci : Tindak Pidana Penadahan, Objek Jaminan Fidusia, Sindikat.
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ABSTRACT 
The criminal offence of the fiduciary object is an event that often occurs in the 
community, especially in the jurisdiction of the city of Malang, which is the 
company's management agencies quite a lot so that competition in the business world 
It often makes it easier for potential debtors so that it is utilized by irresponsible 
people, the act of making the agency suffer losses so that the discussion agencies 
often do Reporting to the city police of Malang for the alleged criminal offense 
committed by the debtors. The problem in this research is how investigators act to 
uncover the Penadah syndicate on the outcome of fiduciary transaction results and 
what are investigators ' obstacles in dealing with the criminal offence of the resulting 
collateral transaction Fiduciary. This research uses a sociological, juridical approach 
by analyzing data and reviewing a prevailing and competent legislation to reveal the 
laws that live in society in its daily life (law in Action), the data sources in this 
research consist of legislation and literature relating to research issues, data collection 
techniques in the study of literature and interview/interviews of Key informant, After 
all data is collected and processed and then analyzed normatively qualitative.The 
results of this research, namely in the process of criminal investigation of the fraud of 
fiduciary object of police can often settle non-litigation or litigation, but refer to the 
fiduciary object that has been turned to the Penada By way of being sold or held by 
the police never succeeded to uncover the syndicate of the Jamina object, from the 
results of the author's research in the police city of Malang during the year 2018 
Kepolisisan Party never at all follow up Result of the process of the activity of 
fiduciary objects that are carried out by the debtor so that the syndicate of fiduciary 
insurance object is increasingly teaching and will continue to perform the same 
actions that accept the object of fiduciary guarantee. The lack of seriousness of 
investigators is the end of the spearheading to eradicate the criminal offence against 
the object of fiduciary collateral. Therefore, the need for the seriousness of 
investigators in dealing with the criminal acts of this fiduciary guarantee in order to 
create a security and orderly atmosphere. 
 
Keywords: criminal offence, fiduciary object, syndicate. 
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Latar Belakang 
Maraknya suatu kejahatan yang terorganisir saat ini menjadi perhatian 
besar bagi penegak hukum khususnya pihak kepolisian yang menjadi ujung 
tombak untuk memberantas kejahatan kejahatan yang sangat meresahkan bagi 
masyarakat. Kepolisian merupakan eksekutor dalam menangani permasalahan 
tersebut. Artinya jika ada kelompok atau sindikat yang melakukan yang telah 
melakukan sifat melawan hukum maka kepolisian harus menanggapi dengan cepat 
agar tidak muncul permasalahan baru atau adanya korban baru akibat kejahatan 
yang di lakukan oleh kelompok atau sindikat tertentu. 
Tak jarang sering kita lihat perbuatan perbuatan kelompok tertentu yang 
sangat merugikan beberpa pihak, seperti contoh lembaga pembiyaan yang selalu 
menjadi korban atas tindakan yang dilakukan kelompok tertentu. Kelompok 
tersebut sangat teroganisir sehingga sulit para penegak hukum mengungkapkan 
suatu tindak pidana kejahatan. Penadahan semisal dengan mempengaruhi 
seseorang untuk mengajukan permohonan kredit kepada lembaga finace dengan 
tujuan agar barang yang di dapatkan oleh Debitur di alihkan kepada penadah. 
Timbulnya awal tindak pidana penadahan ini karena terjadi suatu tindakan 
sifat melawan hukum yang dilakukan oleh debitur yang mengalihkan objek 
tersebut tanpa adanya ijin tertulis kepada pihak Kreditur sebagai pemegang 
jaminan. Hal tersebut telah di atur dalam Undnag-undnag Nomor 42 Tahun 1999 
Tentang Jaminan Fidusia Pasal 23 ayat 2 yang menerangkan “Pemberi Fidusia 
dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain” 
sedangkan sanksi pidana debitur di atur dalam pasal 35 undang-undang Nomor 42 
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tahun 1999 tetang  Jaminan Fidusia yang berbunyi “ Pemberi Fidusia yang 
mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi 
obyekjaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang 
dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling 
banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).1 
Maraknya debitur yang mengalihkan objek tersebut dengan alasan tidak 
sanggup membayar angsuran atas jaminan tersebut sehingga timbul inisiatif untuk 
mengalihkan objek tersebut kepada pihak lain sehingga perbuatan tersebut sudah 
memenuhi teori kesalahan dalam tidak pidana.  
  Kesalahan yang sangat subtansioanal adalah yang dilakukan oleh 
penerima objek tersebut dari debitur yang tidak  mempertimbangakan asal mula 
barang tersebut melainkan hanya mementingkan keuntungan harga atas barang 
jaminan sehingga unsur pendahan memenuhi untuk menjerat orang penerima 
objek jaminan dari pihak debitur.   
Jaminan fidusia tersebut merupakan salah satu jaminan kebendaan yang 
diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Pada kenyataannya, jaminan 
fidusia dalam usaha pemberian kredit yang menjadi salah satu upaya agar 
pinjaman yang diberikan kepada debitor dapat dikembalikan dengan lancar, 
menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya.  
Transaksi dalam objek jaminan Fidusia tidak sedikit timbul dalam tindak 
pidana dengan modus operandi yang berbeda-beda. Sejalan dengan perkembangan 
                                                             
1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia 
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zaman yang bertambah pesat, pelanggar hukum juga semakin banyak dan 
berkembang, demikian pula bentuk dan jenis tindak pidana yang berkaitan dengan  
objek Jaminan Fidusia ini  semakin meningkat seperti tindak pidana penggelapan 
dan penadahan. Penggelapan tersebut timbuk terjadi karena pihak Debitur 
mengalihkan objek jaminan Fidusia tersebut kepada pihak lain tanpa 
pemberitahuan kepada pihak Kreditur . larangan tersebut  
Dalam prakteknya Kreditur yang merasa dirugikan oleh debitur melakukan 
pelaporan kepada pihak berwenang yaitu kepolisian, dalam laporan tersebut 
kepolisian  sering melakukan penindakan terhadap Debitur yang melakukan 
penggelapan atas objek jaminan fidusia sehingga tidak sedikit Debitur yang 
menerima ganjaran akibat perbuatannya tersebut, namun dalam hal ini kepolisian 
hanya memproses tindak pidana yang dilakukan oleh debitur sedangkan pelaku 
tindak pidana Penadahan tidak sedikit yang terhindar dari proses penyidikan yang 
dilakukan oleh kepolisian. 
Padahal kepolisan bisa menjerat pelaku pedahan atas jaminan fidusia 
dengan pasal 480 KUHP karena unsur-unsur dalam pasal tersebut sudah 
terpenuhi, sedangkan bunyi pasal 480 KUHP  mengatakan “Diancam dengan 
pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak 
sembilan ratus rupiah: 
“(1) Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima 
hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, 
menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, 
yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan 
penadahan;, (2) Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang 
diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”.2  
                                                             
2 Kitab Undang-undang hukum Pidana 
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Tindak pidana penadahan atas objek jaminan fidusia ini adalah tindak 
pidana yang telah terorganisir dengan pelaku tindak pidana lainnya seperti 
penggelapan yang dilakukan oleh pihak Debitur. Dengan adanya tindak pidana 
penadahan atas objek jaminan fidusia terhadap kendaraan bermotor maka akan 
berdampak terhadap meningkatnya berbagai tindak pidana, karena pelaku merasa 
bahwa barang yang mereka dapat dari kejahatan tersebut akan ada yang 
menampung. Salah satu contoh pembeli kendaraan bermotor hasil penggelapan 
yang dilakukan Debitur.  
Berdasarkan latar belakang serta pembatasan masalah di atas, maka 
permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 
berikut: Bagaimana tindakan Penyidik untuk mengungkap sindikat Penadah atas 
objek hasil transaksi jaminan Fidusia? Apa Hambatan Penyidik dalam menangani 
Tindak pidana penadahan atas objek hasil transaksi jaminan fidusia ? 
Pengertian Penyidikan, Penyidik, Tugas dan Kewenangannya  
Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni 
dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu:  
“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut 
cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang 
pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” 3 
Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang 
terkandung dalam pengertian penyidikan adalah : 
a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung 
tindakantindakan yang antara satu dengan yang lain saling 
berhubungan; 
                                                             
3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
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b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik; 
c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-
undangan 
d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang 
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan 
menemukan tersangkanya. 
Berdasarkan keempat unsur diatas sebelum melakukan penyidikan, 
terlebih dahulu telah diketahui adanya tindak pidana akan tetapi tindak pidana itu 
belum jelas dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana 
yang belum jelas tersebut diketahui dari hasil penyelidikannya. 4 
 Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara 
Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi 
wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP 
lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan 
batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam 
tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik 
negeri sipil.  
Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan 
Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik 
pembantu disamping penyidik.5 Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan 
orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun 
kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan 
                                                             
4 Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayumedia 
Publishing, Malang, 2005, hlm.380-381 
5 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan 
Penuntutan, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 110. 
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instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan 
Pasal 6 KUHAP yang dimaksud. 
 Pasal 1 butir 1 KUHAP memberikan batasan tentang penyidik.  
“Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai 
Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang 
untuk melakukan penyidikan”. 
 
Penyidik dalam melakukan tugas, harus memenuhi syarat-syarat 
kepangkatan yang telah ditentukan. Syarat kepangkatan seorang penyidik dalam 
melakukan penyidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan 
KUHAP Nomor 27 Tahun 1983. Adapun syarat-syarat tersebut dijelaskan dalam 
Pasal 2 yang menyatakan bahwa:  
a) Penyidik adalah 
1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang sekurang-
kurang berpangkat pembantu Letnan Dua Polisi.  
2) Pejabat pegawai negeri tertentu yang sekurang-kurangnya 
berpangkat pengatur muda Tk. I (golongan II/b) atau yang 
disamakan dengan itu. 
b) Dalam sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagai 
dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka komandan sektor kepolisian 
bintara dibawah pembantu letnan dua polisi karena jabatannya 
adalah penyidik 
c) Penyidik Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, 
ditunjukan oleh kepala kepolisian negara republik indonesia sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
d) Wewenang penunjukkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) 
dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik 
Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
e) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, diangkat 
oleh Menteri atas usul dari Departemen yang membawahi pegawai 
negeri tersebut 
f) Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) 
dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh menteri 
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Pengertian Penegakan Hukum  
Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan 
secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak 
pidana 6. 7 Teori yang digunakan dalam pertanggungjawaban pidana adalah teori 
atau ajaran kesalahan, dasar dilakukannya pemidanaaan maupun 
pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan melawan hukum adalah adanya 
unsur kesalahan dari si pembuat. Tanpa adanya unsur kesalahan dalam perbuatan 
melawan hukum maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Dalam hal ini 
berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld atau null 
poena sine culpa). Kesalahan dalam hal ini adalah adanya pelaku tindak pidana 
yang melakukan dan tidak melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur 
tindak pidana. Adapun bentuk-bentuk kesalahan dalam ajaran hukum pidana 
adalah sebagai berikut: 
a. Kesengajaan (dolus). Dalam KUHP tidak memberi definisi tentang arti 
kesengajaan. Definisi kesengajaan menurut Satochid adalah melaksanakan 
suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau 
bertindak yang bersifat melawan hukum.  
b. Kelalaian (culpa) Selain sikap batin yang berupa kesengajaan adapula 
sikap batin yang berupa kelalaian. Seperti halnya kesengajaan, KUHP juga 
tidak memberi definisi secara pasti tentang pengertian kelalaian. Jadi, 
                                                             
6 Roeslan Saleh, 1981, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian 
Dasar dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta. Hlm 84 
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dapat dikatakan kelalaian timbul karena seseorang itu alfa, sembrono, 
teledor, berbuat kurang hati-hati atau kurang penduga-duga 7.  
Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:  
1) Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum). 
2) Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab 
atas perbuatannya (unsur kesalahan).  
 Pengertian Sifat Melawan Hukum 
Untuk menjatuhkan pidana, harus dipenuhi unsur-unsur tindak pidana 
yang terdapat dalam suatu Pasal. Salah satu unsur dalam suatu Pasal adalah sifat 
melawan hukum (wederrechtelijke) baik yang secara eksplisit  maupun yang 
secara implisit ada dalam suatu Pasal. Meskipun adanya sifat melawan hukum 
yang implisit dan eksplisit dalam suatu Pasal masih dalam perdebatan, tetapi tidak 
disangsikan lagi bahwa unsur ini merupakan unsur yang harus ada atau mutlak 
dalam suatu tindak pidana agar si pelaku atau terdakwa dalam dilakukan 
penuntatan dan pembuktian di pengadilan. 
Demikian yang disebutkan, bahwa salah satu unsur utama tindak pidana 
yang bersifat objektif adalah sifat melawan hukum. Hal ini dikaitkan pada asas 
legalitas yang tersirat pada Pasal 1 ayat 1 KUHP. Dalam bahasa Belanda melawan 
hukum itu adalah wederrechtelijk (weder = bertentangan dengan, melawan; recht 
= hukum). Dalam menentukan perbuatan dapat dipidana, pembentuk undang-
undang menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur yang tertulis. Tanpa 
                                                             
7 Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang. Hlm 123 
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unsur ini, rumusan undang-undang akan menjadi terlampau luas. Selain itu, sifat 
dapat dicela kadang-kadang dimasukan dalam rumusan delik, yaitu dalam delik 
cupla.Sedangkan dalam hukum pidana, yang menjadi perhatian adalah perbuatan-
perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, perbuatan-perbuatan inilah yang 
dihukum dan diancam pidana.8  
Menurut pendapat para ahli di dalam buku teguh prasetyo mengenai 
pengertian melawan hukum antara lain ialah : 
1. Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada 
umumnya 
2. Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang 
lain 
3. Pompe : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pengertian 
yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi 
juga dengan hukum yang tidak tertulis. 
4. Van Hammel : melawan hukum adalah onrechmatig atau tanpa 
hak/wewenang. 
5. Hoge raad : dari arrest-arrest-nya dapat disimpulkan menurut HR 
melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan. 
6. Lamintang berpendapat bahwa perbedaan diantara pakar tersebut antara 
lain disebabkan karena dalam bahasa belanda recht dapat berarti “hak”. Ia 
mengatakan, dalam bahasa indonesia kata wederrechtelijk itu berarti 
“secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian “bertentangan dengan 
                                                             
8 Moeljatno, asas-asas hukum pidana, ( Jakarta: Rineka cipta, 2008 ) hal. 140 
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hukum objektif” dan “bertentangan dengan hak orang lain atau hukum 
subjektif.9 
Dalam hukum pidana yamg menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan 
yang bersifat melawan hukum saja, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan 
diancam dengan pidana.dan sifat melawan hukum didalamnya memiliki 4 makna 
yakni : 10 
1. Perbuatan melawan hukum diartikan sebagai syarat umum dapat 
dipidananya suatu perbuatan sebagaimana definisi perbuatan pidana 
yakni kelakuan manusia termasuk dalam rumusan delik, bersifat 
melawan hukum dan dapat dicela. 
2. Kata melawan hukum dicantumkan dalam rumusan delik. Dengan 
demikian, sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat 
dipidananya suatu perbuatan. 
3. Sifat melawan hukum formal mengandung arti semua unsur dari 
rumusan delik telah dipenuhi. 
4. Sifat melawan hukum materil mengandung dua pandangan sebagai 
berikut : 
a. Dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau 
membahayakan kepentingan hukum yang hendak 
dilindungi oleh pembuat undang-undang ruusan delik. 
                                                             
      9 Teguh prasetyo dan Abdul Hakim Barakatullah, politik hukum pidana kajian kebijakan 
kriminalisasi dan deskriminasi. ( yogyakarta : pustaka belajar, 2005 ) hal. 31-32. 
 
     10  Moeljatno, asas-asas hukum pidana, ( Jakarta: Rineka cipta, 2008 ) hal. 140 
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b. Dari sudut pandang hukumnya, sifat melawan hukum 
mengandung pertentangan dengan asas kepatutan, 
keadilan dan hukum yang hidup di masyarakat. 
Perkembangan berikut, sifat melawan hukum materil 
dibagi menjadi sifat melawan hukum materil dalam 
negatif dan fungsi positif. Sifat melawan hukum materil 
dalam fungsi negatif berarti meski perbuatan memenuhi 
unsur delik tetapi tidak bertentangan dengan rasa keadilan 
masyarakat, maka perbuatan itu tidak dipidana. Adapun 
sifat melawan hukum materil dalam fungsi positif 
mengandung arti, meski perbuatan tidak memnuhi unsur 
delik, tetapi jika perbuatan itu dianggap tercela karena 
tidak sesuai rasa keadilan atau norma di masyarakat, maka 
perbuatan itu dapat dipidana.11 
Pengertian Sanksi Pidana 
Sanksi pidana adalah salah satu sarana paling efektif yang digunakan 
untuk menanggulangi kejahatan, namun pidana bukan sarana satu-satunya 
sehingga apabila perlu digunakan kombinasi dengan upaya sosial lainnya, oleh 
karena itu perlu dikembangkan prinsip pidana “ultimium remedium” tidak 
menonjolkan sikap “premium remedium”.12 
                                                             
     11 Ibid. 
     12 H. Hambali Thalib, (2009), Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan Kebijakan 
Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan Diluar Kodifikasi Hukum Pidana, Jakarta: Kencana 
Prenada Media Group. Hlm. 12. 
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Efektifnya sanksi juga tergantung pada karakteristik dan kepribadian 
orangorang yang terkena sanksi. Hal ini antara lain menyangkut jumlah orang 
yang terkena dan sejauh mana sanksi tersebut mempengaruhi tingkah laku 
orang-orang yang terkena sanksi tersebut. Faktor keinginan masyarakat juga 
perlu diperhitungkan, artinya sampai sejauh manakah masyarakat 
menginginkan bahwa perilaku tertentu dilarang atau dikendalikan secara ketat. 
Hal ini bersesuaian dengan konsep bekerjanya hukum menurut Lawrence 
Friedman, khususnya tentang komponen kultural yang mencakup keseluruhan 
faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum termasuk sanksi hukum 
sebagai bagian komponen susbstansi hukum memperoleh tempat yang logis 
dalam kerangka budaya masyarakat umum.13 
Menurut H.L. Packer sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda 
Nawawi Arief dalam bukunya “The Limits of Criminal Sanction” yakni :14 
1. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, karena kita tidak dapat hidup, sekarang 
maupun dimasa yang akan datang, tanpa pidana (The criminal sanction is 
indispensable, we could not, now or in the foreseeable future, get along 
without it);  
2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita 
miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan 
segera serta untuk menghadapi ancaman- ancaman dari bahaya. (The 
                                                             
13 Ibid. Hlm. 110 
14 Op. Cit. Muladi dan Barda Nawawi Arief, Hlm. 155-156. 
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criminal sanction is the best available device we have for dealing with 
gross and immediate harms and treats of harm);  
3. Sanksi pidana suatu ketika merupaan “penjamin yang utama atau terbaik” 
dan suatu ketika merupakan “pengancam yang utama” dari kebebasan 
manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat 
dan secara manusiawi. Ia merupakan pengancam, apabila digunakan secara 
sembarangan dan secara paksa. (The criminal sanction is at once prime 
guarantor and prime threatener of human freedom. Used providently and 
humanely, it is guarantor. Used indiscriminately and coercively, it is 
threatener). 
Sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman pidana (strafbedreiging) 
dan mempunyai tugas agar norma yang telah ditetapkan dalam hukum dan 
Undang-Undang untuk ditaati sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma. 
Sanksi juga diartikan sebagai akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari 
pihak lain yang dilakukan oleh manusia atau organisasi sosial. Sanksi hukum 
yang berupa pidana yang diancamkan kepada pembuat delik merupakan ciri 
perbedaan hukum pidana dengan jenis hukum yang lain. Pada dasarnya hukum 
pidana mempunyai sanksi yang negatif, sehingga dengan sistem sanksi yang 
negatif tersebut tumbuh pandangan bahwa pidana hendaknya diterapkan jika 
upaya lain sudah tidak memadai lagi.15 
 
                                                             
15 Dikutip dari https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1216051231-3-bab%202.pdf, pada tanggal 22 
september 2016  
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Jenis-jenis Sanksi Pidana 
Istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana, selain itu juga diartikan 
dengan istilah-istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, 
penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana.16 Sudarto 
memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan 
kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat 
tertentu. Sedangkan Roeslan mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan 
itu berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada 
pelaku delik itu.17 
Jenis pidana tercantum dalam Pasal 10 KUHP. Jenis pidana tersebut 
dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan hanya 
dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu.18 
Pidana tersebut adalah:  
a. Pidana Pokok  
1. Pidana mati  
Ada beberapa pasal di dalam KUHP yang berisi ancaman pidana 
mati, seperti makar pembunuhan terhadap Presiden, pembunuhan berencana, 
dan sebagainya. Bahkan beberapa pasal KUHP mengatur tindak pidana yang 
diancam pidana mati, misalnya:  
                                                             
16 Mahrus Ali, 2011 Dasar-dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 185 
17 Ibid, hlm. 186. 
18 Andi Hamzah, (2010), Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 183. 
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1) makar membunuh Kepala Negara ( Pasal 104);  
2) mengajak negara asing guna menyerrang Indonesia (Pasal 
111 ayat 2);  
3) memberi pertolongan kepada musuh waktu Indonesia dalam 
perang (Pasal 124 ayat 3);  
4) membunuh Kepala Negara sahabat ( Pasal 140 ayat 1);  
5) pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu (Pasal 140 ayat 
3 dan 340);  
6) pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih 
berkawan, pada waktu malam atau dengan jalan membongkar 
dan sebagainya, yang menjadikan ada orang berluka berat 
atau mati (Pasal 365 ayat 4);  
7) pembajakan di laut, di pesisir, di pantai, dan di kali sehingga 
ada orang mati ( Pasal 444); 
8) dalam waktu perang menganjurkan huru hara, 
pemberontakan dan sebagainya antara pekerja-pekerja dalam 
perusahaan pertahanan negara ( Pasal 124 bis);  
9) dalam waktu perang menipu waktu menyampaikan keperluan 
angkatan perang ( Pasal 127 dan 129); 10.pemerasan dengan 
pemberatan ( Pasal 368 ayat 2).19 
2. Pidana penjara  
 Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan. Pidana 
penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara, dengan 
mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang 
berlaku dalam penjara.20 
3. Pidana kurungan  
Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan 
kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum sari pergaulan 
                                                             
19 Bambang Waluyo, 2004, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 13. 
20 Niniek Suparni, (2007), Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, 
Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 23. 
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hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan 
hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang.21 
4. Pidana denda  
Pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik 
ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Pidana denda merupakan 
satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana.22 
5. Pidana tutupan  
Pidana tutupan dimaksudkan untuk menggantikan pidana penjara 
yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku dari sesuatu 
kejahatan, atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah 
dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. 
b. Pidana Tambahan 
1. Pencabutan hak-hak tertentu  
Pencabutan hak-hak tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak 
kehidupan dan juga hak-hak sipil dan hak-hak ketatanegaraan.23 Hak-hak 
yang dapat dicabut dalam Pasal 35 KUHP yaitu:  
1. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;  
2. hak memasuki Angkatan Bersenjata;  
                                                             
21 Ibid. 
22 Ibid. 
       23 Andi Hamzah, Op. Cit., Hlm. 211. 
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3. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan 
berdasarkan aturan-aturan umum;  
4. hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan 
pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau 
pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;  
5. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian, atau 
pengampuan atas anak sendiri;  
6. hak menjalankan mata pencaharian tertentu.24 
2. perampasan barang-barang tertentu  
Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan. Ada dua macam 
barang yang dapat dirampas, yaitu barang-barang yang didapat karena 
kejahatan dan barang-barang yang dengan sengaja digunakan dalam 
melakukan kejahatan.25 
3. pengumuman putusan hakim 
Di dalam Pasal 43 KUHP ditentukan bahwa apabila hakim 
memerintahkan supaya diumumkan berdasarkan kitab undang-undang atau 
aturan umum yang lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara 
melaksanakan perintah atas biaya terpidana.26 
 
                                                             
24 Tim Redaksi, 2012, KUHP dan KUHAP, Surabaya: Kesindo Utama. Hlm. 20. 
25 Op. Cit. Mahrus Ali. Hlm. 201. 
26 Ibid. Hlm. 202 
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Pengertian Pelaku Tindak Pidana 
Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, 
dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan 
seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat 
yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur 
subjektif maupun unsur-unsur Objektif, tanpa memandang apakah keputusan 
untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak 
karena gerakkan oleh pihak ketiga.27 
Secara umum dalam suatu tindak pidana terjadi apabila dalam satu delik 
tersangkut/terlibat beberapa orang atau lebih dari seorang. Keterlibatan orang-
orang tersebut dapat berupa: 
1. Beberapa orang bersama-sama nelakukan suatu delik. 
2. Mungkin hanya seorang yang mempunyai kehendakdan merencanakan 
delik, tetapi delik tersebut dilakukannya sendiri tetapi ia menggunakan 
orang lain untuk melaksanakan delik tersebut. 
3. Dapat juga terjadi, hanya seorang yang melakukan delik sedang orang 
lain membantu orang tersebut melakukan delik. 
Macam-macam Pelaku Tindak Pidana 
Ketentuan pasal 55 KUHP secara eksplisit menentukan siapa yang disebut 
sebagai pelaku. Berdasarkan ketentuan pasal 55 KUHP dibedakan menjadi 4 
macam pelaku, yaitu:28 
 
                                                             
27 Barda Nawawi Arif, (1984), Sari Kuliah Hukum Pidana II. Fakultas Hukum Undip. Hlm: 37 
28 Tongat dkk, (2004), Pengantar Hukum Pidana, Malang: UMM Press. Hlm. 116-118 
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Pasal 55 ayat 1: 
1. Orang yang melakukan (dader) sendiri. 
Yang dimaksud di sini adalah orang yang melakukan sendiri suatu tindak 
pidana. Sedangkan pelakunya adalah tunggal. Dalam tindak pidana yang 
pelakunya tunggal orang yang melakukan adalah setiap orang yang 
memenuhi unsur dari yang terdapat dalam rumusan delik. 
2. Orang yang menyuruh lakukan (doen plegen) atau middellijk 
dadersschap 
Istilah doen plegen dimaksudkan adalah seseorang yang berkehendak 
melakukan suatu tindak pidana, tetapi ia tidak melakukannya sendiri 
dengan menyuruh orang lain untuk melakukannya. Konstitusi yuridis 
menurut Sahetapy adalah “orang yang menyuruh melakukan” tersebut 
harus memenuhi syarat bahwa orang yang disuruh itu harus orang yang 
tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut KUHP. Dengan kata lain 
dapat dikatakan, orang yang “menyuruh melek” itu mempergunakan 
orang lain “sebagai alat tak berkehendak”. 
3. Orang yang turut melakukan (medeplegen) atau mededaderscha. 
Bentuk decheming ini terjadi apabila beberapa orang bersama-sama 
melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. 
a. Apabila beberapa orang melakukan suatu perbuatan pidana secara 
bersama-sama. Jadi dengan kekuatan dader sendiri. 
b. Antara (beberapa) orang yang secara bersama-sama melakukan 
perbuatan pidana itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama. 
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Kesadaran antara peserta tindak pidana itu pada umumnya dianggap 
ada/timbul apabila beberapa peserta itu sebelum melakukan suatu 
tindak pidana melakukan perundingan/permufakatan untuk melakukan 
tindak pidana. Namun adanya perundingan/permufakatan tersebut 
bukanlah syarat mutlak, medeplegen sudah dianggap ada apabila 
antara peserta tindak pidana itu dengan sadar bekerja sama pada waktu 
melakukan tindak pidana itu. 
4. Orang yang membujuk/menggunakan orang lain (vitlokhing). 
Yang dikatakan sebagai pembujuk/orang yang menggerakkan orang 
lain adalah mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, 
dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kesempatan 
sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya 
melakukan perbuatan (pidana). Dalam vitlokhing, orang yang dibujuk 
harus seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan menurut 
Undang-undang. Di samping itu, perbuatan yang dapat 
dipertanggungjawabkan kepada pembujuk hanya perbuatan yang 
dibujukkan kepada orang yang membujuknya. 
Pengertian jaminan Fidusia 
Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa 
Indonesia. Undang-undang yang khusus mengatur tentang hal ini, yaitu UUJF 
juga menggunakan istilah "fidusia". Dengan demikian, istilah "fidusia" sudah 
merupakan istilah resmi dalam dunia hukum kita. Akan tetapi, kadang-kadang 
dalam bahasa Indonesia untuk fidusia ini disebut juga dengan istilah 
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"Penyerahan Hak Milik Secara Kepercayaan". Dalam literatur Belanda 
jaminan fidusia ini dikenal juga dalam istilah-istilah sebagai berikut29 : 
a) Zekerheids-eigendom (Hak Milik sebagai Jaminan). 
b) Bezitloos Zekerheidsrecht (jaminan tanpa Menguasai). 
c) Verruimd Pand Begrip (Gadai yang Diperluas). 
d) Eigendom Overdracht tot Zekerheid (Penyerahan Hak Milik - secara 
jaminan). 
e) Bezitloos Pand (Gadai tanpa Penguasaan). 
f) Een Verkapt Pand Recht (Gadai Berselubung). 
g) Uitbaouw dari Pand (Gadai yang Diperluas). 
Beberapa prinsip utama dan jaminan fidusia adalah sebagai berikut : 
1) Bahwa secara riil, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang 
jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenamya. 
2) Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika 
ada wanprestasi dari pihak debitur 
3) Apabila hutang sudah dilunasi, maka objek jaminan fidusia harus 
dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia. 
4) Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya,. 
maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia. 
                                                             
      29 Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, Hukum jaminan di Indonesia. Pokok-Pokok 
Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan. Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional. 
1977. hal. 27 
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Selain itu, agar sahnya peralihan hak dalam konstruksi hukum tentang ini, 
haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut30: 
1) Terdapat perjanjian yang bersifat zakelijk. 
2) Adanya fitel untuk suatu peralihan hak. 
3) Adanya kewenangan untuk mengiiasai benda dari orang yang 
menyerahkan benda. 
4) Cara tertentu untuk penyerahan, yakni dengan cara constitutum 
posessorium bagi benda bergerak yang berwujud, atau dengan cara cessie 
untuk hufang piutang. 
Benda jaminan Fidusia 
Benda-benda sebagai obyek jaminan fidusia berdasarkan Pasal 1 UUJF 
adalah : 
“Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan baik yang 
berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, 
yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak 
tanggungan atau hipotik”.  
Metode Penelitian  
Penjelasan subtansional isi dari penelitian ini adalah Permasalahan 
mengenai tindakan penyidik dalam menangani sindikat atau kelompok tindak 
pidana penadahan atas objek hasil transaksi jaminan Fidusia yang nyaris tidak 
tersentuh hukum oleh para penegak hukum khususnya pihak Kepolisian. Oleh 
karena itu pendekatan yang digunakan terhadap masalah ini tidak dapat 
terlepas dari pendekatan yang berorientasi pada penegakan (hukum pidana) 
                                                             
     30 Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, Loc Cit. 
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serta pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan kebijakan mencakup 
pengertian yang saling tali menali antara pendekatan yang berorientasi pada 
tujuan, pendekatan yang rasional, pendekatan ekonomis dan pragmatis, serta 
pendekatan yang berorientasi pada nilai.31 yuridis sosiologis karena penelitian 
ini mengungkapkan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam 
kesehariannya (law in action). 
Penelitian ini memiliki karakteristik Transformatif, artinya penelitian 
hukum yang mengangkat isu terkait dengan persoalan sindikat penadah atas 
objek hasil transaksi Jaminan Fidusia,  dan sistem-sistem lainnya yang 
cenderung memarjinalkan Debitur dalam objek jaminan Fidusia. 
Penelitian tentang Penegakan hukum kepada sindikat para penadah 
atas objek hasil transaksi jaminan fidusia ini menggunakan pendekatan 
campuran (Mix Methode) yang bersifat pendekatan konseptual dan yuridis 
sosiologis. Pendekatan konseptual32 dilakukan karena memang belum atau 
tidak ada aturan hukum untuk masalah yang mengatur tentang Penadahan atas 
Objek Jaminan Fidusia.  
Dalam menggunakan pendekatan konseptual ini merujuk prinsip-
prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat dikemukakan dalam pandangan-
pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara 
                                                             
       31 Barda Nawawi Arief.(1996). Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan 
dengan Pidana Penjara. Semarang:.Penerbit UNDIP. hal. 61 
       32 Peter Mahmud  Marzuki. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta:  Prenada Media Group Hal 
137 
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eksplisit, konsep hukum juga diketemukan dalam undang-undang dan putusan 
pengadilan.33 
Sedangkan dalam pendekatan yuridis sosiologis dengan maksud dan 
tujuan untuk menemukan fakta, kemudian dilanjutkan dengan menemukan 
masalah dan pada akhirnya sampai pada penyelesaian masalah. 
Sumber data dalam penulisan ini adalah  data primer, dan data 
sekunder sebagai berikut34 :  
1. Data primer35 yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-
undangan yang di urutkan berdasarkan hierarkinya, putusan-putusan 
hakim dan lain lain yang berkaitan dengan masalah Penadahan Atas Objek 
Jamianan Fidusia serta juga data di dapat dari tempat-tempat penelitian 
yaitu Kepolisian, Lembaga Pembiayaan, dan Kejaksaan. 
2. Data sekunder36 dalam hal ini berupa buku-buku, makalah, hasil 
penelitian, jurnal, kamus-kamus hukum, komentar-komentar atas putusan 
pengadilan dan lain-lain. 
 
Analisis data dilakukan secara normatif kualitatif. Kajian normatif 
berupa analisis pemberantasan sidikat Penadah atas Objek hasil transaksi 
Jaminan Fidusia saat ini maupun yang akan datang, baik dalam KUHP 
maupun di luar KUHP. Sedangkan kualitatif dengan menganalisis asas-asas, 
norma-norma hukum yang sudah ada di dalam masyarakat dengan cara 
                                                             
       33 Ibid. Hal 38 
       34 Zainuddin Ali. (2009). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 47 
       35 Ibid.  
       36 Ibid. Hlm 54 
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analisis pernyataan dari hasil wawancara dari informan, yang kemudian 
dihubungkan satu sama lain. Sehingga secara jelas dapat memaparkan, dan 
menjawab permasalahan hukum yang menjadi objek dalam penelitian ini.  
 
Hasil dan Pembahasan 
Tindakan Penyidik Untuk Mengungkap Sindikat Penadah Atas Objek Hasil 
Transaksi Jaminan Fidusia  
Tindak pidana penadahan merupakan katagori tindak pidana accesoir yaitu 
hasil dari pengembangan tindak pidana penggelapan objek jaminan Fidusia, 
Dalam penanganan perkara di Polres Kota Malang pada tahun 2018 khususnya 
tindak pidana penggelapan objek jaminan Fidusia sebagai berikut :  
PELAPOR TERLAPOR 
PENYELESAIAN 
 
MEDIASI                   VONIS 
24 24 8 Terlapor 10 Terpidana 
Data Polresta Kota Malang 
Dari table diatas selama 2018 sudah ada 24 laporan dari pihak Finance 
(Pelapor) kepada POLRESTA Malang, dari 24 Laporan keseluruhan atas nama 
Debitur (Terlapor) yang telah menggelapkan barang jaminan Fidusia. Proses 
penyelesaiannya dalam mediasi hanya 8 orang (Terlapor) yakni dengan membayar 
lunas angsuran beserta bunga, sedangkan yang diproses dalam persidangan hingga 
Vonis mencapai 10 orang Debitur (Terpidana), namun sisa 6 orang Debitur 
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(Terlapor) belum selesai dikarenakan Debitur tersebut tidak diketahui 
keberadaannya. 
Penyidik polres Kota Malang tidak menindaklanjuti proses hasil 
pengembangan penggelapan Objek jaminan fidusia dikarena objek sulit 
ditemukan. 
 Tindak pidana dapat menimbulkan kerugian bagi korbannya dimana selalu 
ada sebab karena suatu akibat (Kausalitas/cause and effect). pada pendapat dan 
penjelasam dengan menggunakan logika deduktif, tindak pidana dapat terjadi 
apabila terdapat suatu perbuatan oleh seseorang yang mengarah pada timbulnya 
akibat hukum bagi pelaku tindak pidana khususnya penadah objek jaminan fidusia 
yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban yang diberikan atas perbuatannya.  
Bagi para pelaku tindak pidana penadahan jamina fidusia, penyebab 
dilakukannya tindak idana penadahan objek jaminan fidusia lebih mengarah 
kepada keuntungan baginya atau orang lain dengan jalan”pertolongan jahat” akan 
tetapi maksud dari “pertolongan jahat” ini bukan berarti membantu melakukan 
kejahatan seperti yang dimaksud pasal 55 KuhPidana. 
Penadahan objek jaminan fidusia sebagi salah satu pemicu orang-orang untuk 
melakukan kejahatan dikarenakan dapat dari hasil barang-barang kejahatan seperti 
menggelapkan objek jaminan fidusia justru utuk dijual kembali agar memperoleh 
keuntungan berupa barang.  
Dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh salah satu anggota yang 
diberikan wewenang untuk menyelidiki kasus pengalihan objek jaminan fidusia 
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diatas seharusnya sudah mempunyai data hasil atau bukti permulaan dari 
keterangan terlapor dan harus segera di selidiki, namun fakta di lapangan Polres 
Kota malang seakan akan tutup mata dengan hal tersebut, hal tersebut membuat 
sindikat semakin merajalela untuk melakukan pendahan dengan modus apapun. 
 Pelaksanaan pembuktian perkara pidana terfokus pada proses kegiatan 
pembuktian disidang Pengadilan, tetapi sesungguhnya proses membuktikan sudah 
ada dan dimulai pada saat penyidikan. Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa penyidikan adalah “serangkaian 
tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang 
ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat 
terang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”37. Dalam 
mencari pembuktian tindak pidana penadahan, tidak mengharuskan untuk 
menghukum atau menunggu pelaku tindak pidana penggelapan objek jaminan 
Fidusia terlebih dahulu, tetapi tindak pidana penadahan ini tidak terlepas dari 
keterkaitannya dengan tindak pidana penggelapan objek jaminan Fidusi, karena 
awal mula terjadinya tindak pidana penadahan ini bermula dari tindak pidana 
penggelapan objek jaminan Fidusia. Dimana kebanyakan penadah mendapatkan 
barang yang diperolehnya dari hasil Kejahatan, khususnya dalam hal tindak 
pidana penadahan Objek Jaminan Fidusia di Kota Malang ini. Sehingga tindak 
pidana pendahan Objek Jaminan Fidusia di Kota Malang setiap tahunnya tidak 
ada keseriusan signifikan dikarenakan perbarengan dengan tindak Penggelapan 
objek Jaminan Fidusia. Pelaku penadahan Objek Jaminan Fidusia pada wilayah 
                                                             
37 Wawancara dengan Bapak Jawoto, Penyidik Kepolisian Resor Kota Malang, di Kepolisian 
Resor Kota malang 
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Kepolisian Resor Kota Malang masih tampak jelas bahwa pelaku selalu 
mengadakan kerja sama dengan pelaku penggelapan objek jaminan Fidusia. 
Untuk itu tahap awal pelaksanaan pembuktian tindak pidana penadahan Objek 
Jaminan Fidusia pada tingkat penyidikan oleh Kepolisian Resor Kota Malang 
adalah dengan mengungkap atau membuat terang suatu tindak pidana penadahan. 
Dengan peran utama memburu dan menangkap orang yang diduga atau disangka 
sebagai pelaku tindak pidana. Disamping tugas-tugas lain yang berkaitan dengan 
penyidikan seperti mengamankan barang bukti, mengamankan Tempat Kejadian 
Perkara (TKP), melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan 
penyitaan, menyuruh berhenti seseorang, meminta keterangan saksi, melakukan 
pemeriksaan awal terhadap tersangka.  
Dari penanganan perkara di tahun 2018 Polres Kota Malang berhasil 
mengungkap tindak pidana penggelapan objek jaminan Fidusia namun dalam hal 
penadahan objek jaminan Fidusia Penyidik sepertinya tidak terlalu peduli itu 
terbukti dengan penyelesaian dalam perkara tindak pidana penggelapan atas objek 
jaminan Fidusia. Dari beberapa serangkaian penyelelidikan atas tindak pidana 
Penggelapan atas objek Jaminan Fidusia penyidik berhasil menggali keterangan 
dari Tersangka untuk menemukan objek jaminan Fidusia, selain  keterangan 
tersangka, Penyidik juga mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa banyak 
objek-objek khususnya kendaraan bermotor yang di jual belikan dengan harga 
tidak wajar atau dibawah harga pasaran.  
 Maka dari itu seharusnya Penyidik harus lebih serius menangani tindak 
pidana penadahan tersebut, karena Penegakan Hukum bagi Pelaku tindak Pidana 
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Penadahan atas jaminan objek fidusia yang terjadi di wilayah hukum Polres kota 
Malang merupakan suatu kemunduran hukum, mengingat tindak pidana dalam 
objek jaminan Fidusia ini tidak tersentuh sama sekali dalam memberantas sindikat 
modus operandi yang di lakukan kelompok tertentu atau perorangan dalam 
penadahan atas objek jaminan Fidusia.  
Tekanan yang di alami oleh Debitur membuat gelap mata untuk 
melakukan suatu tindakan pidana pada objek jaminan Fidusia tersebut.  
“Berbagai cara pihak Debitur melakukan perbuatan tindak pidana 
penggelapan   atas objek jaminan Fidusia di antaranya : 
1. Menggadaikan ( untuk membayar angsuran kepada Krditur) 
2. Menyewakan ( untuk Menbayar Angsuran kepada Kreditur) 
3. Mengalihkan objek ( untuk melepas tanggung jawab pembayaran 
angsuran) 
4. Menjual ( untuk Mendapatkan keuntungan)”38 
Hal tersebut merupakan tindakan penggelapan atas objek jaminan Fidusia 
sehingga Debitur tersebut di jerat dengan pasal 36 undang-undnag nomer 42 tahun 
1999 tentang jaminan Fidusia yang berbunyi “Pemberi Fidusia yang mengalihkan, 
menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan 
tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh 
juta rupiah).39 
                                                             
      38 Wawancara dengan Bripka Jawato anggota Polres Kota malang, pada tanggal 25 September 
2018 
     39 Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tetang jaminan fidusia 
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Setelah proses pemeriksaan debitur tersebut dilakukan oleh penyidik,  
penyidik melakukan penyelidikan Tindak pidana lanjutan mengenai objek 
jaminan yang telah di alihkan oleh Debitur kepada calon Tersangka yang disertai 
Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) kepada Pelapor 
yakni pihak Kreditur. 
Dalam menangani Tindak pidana lanjutan hasil dari perkara Penggelapan 
yang dilakukan oleh Debitur Pihak kepolisian membentuk tim investigasi untuk 
mencari objek jaminan tersebut. Namun hal demikian tidak sedikit pihak 
kepolisian tidak menemukan objek jaminan yang sudah di alihkan oleh debitur. 
Sehingga sering terjadi Penelantaran Perkara dalam tindak pidana Pendahan Atas 
objek Jaminan Fidusia.   
Dalam kesempatan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan salah 
satu petugas kepolisian Unit Pidana Umum 3 Polres kota malang Mengatakan 
bahwa untuk  mencari penadah objek jaminan fidusia sangat sulit, di karena 
penadah tersebut terogransisir dan lihai dalam mengamankan objek jaminan 
fidusia tersebut. 40 
Penulis juga melakukan penelitian salah satu lembaga finance kota 
malang, dalam kesempatan tersebut penulis diperbolehkan melakukan wawancara 
kepada Konsultan hukum lembaga finace PT Adira Kota Malang. dalam 
penjelasannya mengatakan bahwa perusahaan menitik beratkan pada 
pengembalian objek. Karena sudah menjadi pengetahuan umum bahwa berdirinya 
                                                             
40 Wawancara dengan Briptu Lukman Nur Hakim anggota Polres Kota Malang , pada tanggal 25 
September 2018 
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perusahaan dalam bidang apapun hanya memprioritaskan Profit, jadi ketika 
Debitur memalakukan suatu perbuatan tindak pidana maka kami memberikan dua 
pilihan kepada debitur yaitu Kembalikan objek jaminan tersebut atau Debitur akan 
diproses pidana sesuai pasal 36 Undang-undang No 42 tahun 1999 tentang 
jaminan Fidusia. Dari permasalahan tersebut muncul suatu tindakan Perusahaan 
untuk mengintervensi pihak kepolisian agar objek jaminan tersebut agar segera 
ditemukan.  
Tindakan tersebut berbeda ketika si calon tersangka (Penadah) mengetahui 
bahwa orang yang pernah menjual objek kepada si Penadah sedang dalam proses 
tindak pidana di kepolisian. Tidak sedikit pihak penadah memberikan pilihan 
kepada Perusahaan untuk menentukan kebijakannya dalam pelaporan di 
kepolisian. Pilihan tersebut yaitu Untuk mencabut laporan, objek jaminan akan di 
kembalikan atau tetap melanjutkan laporan tapi objek tidak dikembalikan. Dalam 
pilihan tersebut perusahaan selalu memilih untuk mencabut laporan agar objek 
jaminan kembali, kebijakan ini terpaksa dilakukan untuk mengantisipasi  
perusahaan supaya tidak tmengalami defisit anggaran.  
Dari pernyataan diatas penulis berkesimpulan bahwa begitu mudahnya 
pihak kepolisian di intervensi oleh pihak perusahaan dalam menangani tindak 
pidana penadahan atas objek jaminan fidusia. Sehingga gagasan yang di ciptakan 
POLRI untuk memberantas Kriminalitas di Indonesia ini tidak terealisasikan 
secara tepat dan akan banyak modus operandi yang lainnya dalam menadah objek 
jaminan fidusia.  
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Hambatan Penyidik dalam menangani Tindak pidana penadahan atas 
objek hasil transaksi jaminan fidusia.  
Proses pembuktian perkara tindak pidana penadahan kendaran bermotor 
dalam pelaksanaannya ditingkat penyidikan tidak terlepas dari beberapa 
kendala yang menyebabkan permasalahan ini masih saja terjadi. Dalam 
mengatasi kendala tersebut harus ada upaya yang dilakukan agar proses 
penyidikan itu berjalan dengan lancar. Maka untuk mengatasi hal tersebut 
Kepolisian Resor Kota Malang melakukan upaya-upaya sebagai berikut:41 
1). Faktor Internal. 
     a). Upaya Mengatasi Kendala Informasi 
Upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Malang 
dalam mengatasi kendala pembuktian tidak pidana penadahan dalam 
proses penyidikan adalah bekerja sama dengan Direktorat Intelijen untuk 
mendapatkan informasi kembali pelaku-pelaku penadahan yang ditemukan 
oleh penyidik dilapangan. Penyidik akan terus mengembangkan informasi 
yang didapat dari pihak intelijen maupun masyarakat terkait adanya tindak 
pidana penadahan objek jaminan Fidusia yang terjadi di dalam 
masyarakat. Kepolisian akan terus berkoordinasi dengan Direktorat 
Intelijen untuk mendapatkan informasi terkait dengan adanya proses 
transaksi jual beli kendaran bermotor atau suku cadang di masyarakat. 
b). Upaya mengatasi Kendala Sumber Daya Manusia dan Sarana di       
Polresta Malang  
                                                             
41 Wawancara dengan Bapak Jawoto, Penyidik Kepolisian Resor Kota Malang, di Kepolisian 
Resor Kota Malang 
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Upaya dalam mengatasi kendala sumber daya manusia di Polresta 
Malang yaitu dengan menambahkan anggota dan penyidik. Selanjutnya 
meningkatkan motivasi dan semangat anggota Kepolisian Polresta Malang 
dengan menggunakan reward atau penghargaan kepada anggota yang 
mampu mengungkap jaringan pelaku penadah dari lingkup kecil hingga 
penadah Objek Jaminan Fidusia yang memiliki sindikat ataupun peredaran 
kelompok yang sudah memiliki jaringan keluar kota.  
Selain itu jugameningkatkan kemampuan atau kinerja personil 
dalam hal taktik dan strategi dalam mencari barang bukti kendaraan 
bermotor dengan cara melakukan pendidikan dan pelatihan, membuat 
daftar pencarian orang. 
2). Faktor Eksternal. 
      a). Upaya mengatasi kendala faktor pelaku 
Upaya yang dilakukan penyidik Polresta Pekanbaru untuk dapat 
memperoleh alat bukti dan barang bukti dalam proses pembuktian terkait 
alat bukti dalam ketentuan hukum pidana yang tercantum dalam pasal 184 
KUHAP, dengan berusaha untuk mencari barang bukti dengan berbagai 
cara, diantaranya yaitu memblokir akses, memblokir Surat Tanda 
Kendaraan Bermotor (STNK) serta Bukti Kepemilikan Kendaraan 
Bermotor (BPKB) dengan bekerja sama dengan Samsat agar objek 
penadahan hasil Penggelapan objek jaminan Fidusia tersebut dapat 
ditemukan, melakukan kerjasama dengan Satuan Polisi Lalu Lintas dengan 
cara meningkatkan operasi-operasi lalu lintas atau razia kendaraan 
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bemotor, dan juga bekerja sama dengan penyidik polisi diwilayah hukum 
yang berbeda untuk menemukan barang bukti.Kepolisian Resor Kota 
Pekanbaru juga melakukan upaya yang lebih maksimal dengan mendalami 
wilayah-wilayah tertentu yang disinyalir sebagai tempat penadahan, Dan 
yang terpenting mencari kebenaran keterangan dilapangan yang diberikan 
oleh saksi dikarenakan saksi tidak dapat hadir dalam proses peradilan. 
Dengan demikian jika keterangan saksi sudah cukup jelas dan wilayah-
wilayah peredaran barang penadahan sudah diketahui tidak akan mungkin 
para pelaku pendahan dengan mudah menghilangkan alat bukti dan barang 
bukti . 
b). Upaya mengatasi kendala alat bukt idan barang bukti (pembuktian)  
Polresta Malang berupaya melakukan upaya pencegahan dengan 
mendatangi masyarakat dengan memberikan pengetahuan kepada 
masyarakat berupa informasi begitu besarnya peran serta masyarakat 
dalam proses membuktikan dan mengungkap pelaku panadahan Objek 
Jaminana Fidusia dalam proses penyidikan. Kegiatan ini dilakukan guna 
meningkatkan peran dan kesadaran hukum di masyarakat dalam 
pemberian keterangan sebagai saksi dalam proses pembuktian dan 
penyidikanuntuk membantu kinerja penyidik serta melakukan sosialisasi 
dengan masyarakat untuk memberikan pengetahuan tentang peningkatan 
tindak pidana penadahan kendaraan bermotor 
Dari semua penjelasan diatas telah diktehui bahwa Penyidik Polreta Kota 
Malang dalam menangani Tindak Pidana Penadahan atas objek jaminan Fidusia, 
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merupakan suatu peristiwa kejahatan yang menggunakan tindakan modus 
operandi dan terogranisir. 
Menurut penulis, mengenai sanksi penadahan telah di atur dalam pasal 
480 ayat 1 dan 2 Undang-undang Hukum Pidana yakni : 42 
Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau 
pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah: 
(1) Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, 
menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, 
menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, 
menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui 
atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan 
penadahan; 
(2) Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang 
diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari 
kejahatan. 
 
Dari penjelasan di atas yang perlu digaris bahwai yaitu hasil dari pada 
kejahatan, sedangkan barang di jaminakan fidusia merupakan hasil dari sebuah 
perjanjian namun dalam kaitannya tindakan Debitur untuk mengalihkan suatu 
objek jaminan fidusia merukan perbuatan tindak pidana yang di atur dalam pasal 
35 undang-undnag nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan FIdusia yakni : 
“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda 
yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 
(2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima 
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Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda 
paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).” 43 
Dengan demikian tindakan Debitur merupakan suatu tindakan kejahatan 
dalam katagori Penggelapan, maka dari itu barang dalam hasil transaksi 
jaminan fidusia tersebut adalah hasi ldari pada tindakan kejahatan namun untuk 
menentukan terjadi suatu tindak pidana pihak kepolisian berpendapat dalam 
kesempatan wawancara dengan penulis : 
Hambatan dalam megungkap kasus tindak pidana pengalihan objek 
jaminan fidusia sebagaimana pasal 36 UU No. 42 tahun 1999 tentang 
jaminan Fidusia antara lain sebagai berikut: 
1. Tersangka melarikan diri, identitasnya tidak jelas, pelaku tidak 
diketahui keberadaannya dan tidak dapat dilakukan penahanan pada 
tersangka. Pada kasus pengalihan jaminan fidusia modus pelaku  
yaitu mengalihkan benda bergerak objek jaminan fidusia, tanpa 
itikad tidak baik tanpa sepengetahuan kreditur. Biasannya pelaku 
disini telah memenuhi unsur dari pasal 36 UU No. 42 tahun 1999 
tentang Jaminan Fidusia, yaitu: “Pemberi Fidusia yang 
mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang 
menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 
23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu  
dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 
2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh 
juta rupiah)”. 
Unsur-unsur dalam pasal dibagi dua : 
a.      Unsur obyektif: 
-       Mengalihkan 
-       Menggadaikan 
-       Menyewakan 
-       Benda obyek jaminan fidusia 
-       Pemberi fidusia 
-       Tanpa persetujuan tertulis 
b.     Unsur subyektif: 
-       Melawan hukum 
-       Dengan sengaja. 
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Berdasarkan ketentuan pidana pasal 36 UU No. 42 tahun 1999 
tentang jaminan fidusia meskipun telah memenuhi unsur-unsur 
pasal diatas pelaku tidak dapat dilakukan penahanan dengan alasan 
karena pada pasal tersebut ketentuan pidana penjara paling lama 2 
tahun, sedangkan dalam KUHAP pasal 21 ayat 4, yaitu: 
                -      tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau 
   lebih; 
-      tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), 
Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351ayat (1), Pasal 353 ayat (1), 
Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, 
Pasal 459Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran 
terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad 
Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang 
TindakPidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt.Tahun 1955, 
Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41 
Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 
Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 
37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086). Ketentuan pasal 
tersebut menjelaskan bahwa alasan dapat dilaksanakan penahanan 
apabila tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara lima 
tahun atau lebih. Sedangkan pada pasal 36 UU No. 42 tahun 1999 
tentang jaminan fidusia, dikenakan pidana penjara hanya 2 tahun. 
Dengan demikian, pelaku pengalihan objek jaminan fidusia tidak dapat 
dilakukan penahanan karena pidana penjaranya tidak memenuhi 
ketentuan pasal 21 KUHAP.44 
Pada proses penyidikan dan pada proses persidangan pelaku biasanya 
kabur atau melarikan diri, dan tidak memenuhi panggilan dari penyidik. 
Dalam kenyataanya dilapangan penyidik dalam melakukan 
pemanggilan kepada si tersangka, si pelaku tersebut tidak memenuhi 
pemanggilan dari penyidik seperti si tersangka itu kabur/melarikan diri. 
Selain itu dalam pemalsuan identitas penyidik kesulitan dalam mencari 
keberadaan dari si tersangka, karena alamat yang ada di dalam 
identitasnya tersebut bukan merupakan identitas asli dari si tersangka 
sehingga hal tersebutlah yang membuat kesulitan penyidik dalam 
mencari keberadaan dari si tersangka. 
2.  Objeknya sulit ditemukan. 
Berdasarkan kasus pengalihan objek jaminan fidusia salah satunya: 
dengan ilustrasi; “tersangka telah mengalihkan kendaraan objek 
jaminan fidusia kepada pihak ketiga berupa sepeda motor, dalam 
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perjalanan waktu pihak ketiga telah mengalihkan lagi objek jaminan 
fidusia kepada pihak lain, dan pihak lain tersebut ternyata juga sudah 
mengalihkan objek jaminan fidusia.” 
berdasarkan kasus yang sudah diuraikan diatas objek jaminan fidusia 
sulit ditemukan karena keberadaan objek yang sulit ditemukan keberadaanya. 
Hal ini sering ditemui oleh penyidik dikarenakan modus dari pelaku 
mengalihkan objek jaminan fidusia kebeberapa pihak. 
Dalam hal ini jaksa biasanya memberikan P19 kepada penyidik untuk 
menggunakan pasal 372 KUHP agar dapat dilakukan penahanan, dan 
pada tahap persidangan si tersangka agar mudahdihadapkan 
dipersidangan dan agar tidak kabur dan melarikan diri lagi dalam 
pemeriksaan di persidangan. 45 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan seperti yang telah 
diuraikan pada uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut, 
kajian kritis pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap tindak pidana 
Penadahan Dalam Transaksi Jaminan Fidusia sebagai berikut : 
1. Bahwa dalam menjalankan penegakan hukum  tindak pidana Penadahan 
di kepolisian Resort Kota Malang sangat lemah, hal ini di ketahui bahwa 
pada tahun 2017 tidak ada sama sekali tersentuh oleh pihak kepolisian 
Resort Kota Malang untuk memproses Penadahan atas jaminan fidusia 
Kepolisian Resort Kota Malang hanya berhenti memproses debitur yang 
dengan sengaja mengalihkan objek jaminan fidusia tersebut kepada 
penadah. Dari hal tersebut tentunya banyak yang dirugikan khususnya 
pihak dari lembaga pembiyaan mengingat yang diprioritaskan oleh 
lembaga pembiyaan tersebut adalah profit dari penjualan. Sedangkan 
dalam objek tersebut yang telah di alihkan oleh pihak debitur hamper 
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keselurahan tidak ditemukan oleh petugas dari lembaga pembiyaan 
maupun pihak kepolisian dalam penanganan pencarian barang bukti. Hal 
ini dikarenakn sindikat Penadah sangat teroganisir sehingga banyak pihak 
yang dirugikan termasuk merekayasa dan mempengaruhi calon debitur 
untuk mengajukan permohonan kredit kepada kreditur agar niat jahatnya 
untuk menggelapkan objek atas jaminan fidusia berjalan dengan lancar. 
Kurang keseriusan penyidik merupakan ujung tombak menegakan hukum 
dalam memberantas tindak pidana penadahan atas objek jaminan fidusia. 
Maka dari itu perlunya keseriusan bagi penyidik dalam menagani ptindak 
pidana penadahan atas jaminan fidusia ini agar bias menciptakan suasana 
keamanan dan tertib sehingga tujuan dari pada hukum tersebut tercipta. 
Saran 
1. Menyadari pada kenyataan sejauh ini Indonesia masih memerlukan 
Konsistensi dalam  menegakkan  hukum harus terus ditingkatkan. 
Khusunya dari Pihak kepolisian masih kesulitan untuk bersikap tegas 
dalam menangani tindak pidana penadahan yang sangat meresahkan 
bagi masyarakat dan lemabga lembaga pembiyaan lainnya. Sehingga 
pihak kepolisian harus benar benar tegas untuk mengatasi hal tersebut 
dengan cara mengendalikan dan selalu berkoordinasi dengan lembaga 
pembiyaaan serta calon pihak Debitur untuk mengantisipasi tindakan 
penadahan yang sering dilakukan oleh sindikat penadah. 
2. Tenaga khusus dalam menangani masalah sindikat penadahan yang 
marak terjadi di masyarkat sangat dibutuhkan, hal ini dikarena banyak 
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menggangu tugas tugas penyidik dalam menanagani perkara lain. 
Maka dari itu sangat perlu penangan khusus untuk memberantas tindak 
pidana penadahan yang sering terjadi dilakukan oleh para sindikat atau 
kelompok-kelompok tertentu sehingga proses penegakan hukum tindak 
pidana penadahan segera di berantas dan tidak lagi mereshakan atau 
merugikan pihak yang berkepentingan. 
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